SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH DATAR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Perjalanan Dinas

Dalam Negeri yang tertib, efisien, ekonomis, efektif,
transparan dan akuntabel perlu dilakukan penataan;

. bahwa Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor
1 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas
Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten
Tanah Datar, disesuaikan dengan perkembangan
keadaan serta peraturan perundang-undangan sehingga
perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

3. Peraturan...



3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun
2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH DATAR.

Pasal [

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar (Berita
Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor
11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas
Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah
Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022
Nomor 11} diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 21

Penugasan untuk kegiatan perjalanan dinas luar
kabupaten luar provinsi dapat dilaksanakan 1 (satu) hari
sebelum sampai 1 (satu} hari sesudah pelaksanaan
kegiatan berakhir.

2. Ketentuan ayat (8) Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
huruf a dibayarkan lumpsum.
(2) Uang...




(2)

(4)

(7)

(8)

©)

Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri
merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari
Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota
DPRD, ASN dan Pihak Lain dalam menjalankan
perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8
(delapan) jam.
Waktu 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah selama menjalankan dinasnya, dimulai
dari keberangkatan, mengikuti acara yang ditugaskan
hingga kembali ke tempat asal.
Penggantian biaya keperluan sehari-hari sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi keperluan uang saku,
keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang
makan.
Dalam hal perjalanan dinas di dalam negeri yang
kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan
uang transportasi lokal.
Transportasi lokal sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) hanya dapat diberikan jika pelaku perjalanan
dinas tidak difasilitasi kendaraan dinas.
Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan
dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti
kegiatan pendidikan dan pelatihan yang
diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8
(delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar
kota.
Perjalanan dinas luar kabupaten luar provinsi yang
akomodasi dan konsumsi ditanggung sepenuhnya
oleh penyelenggara atau membayar kontribusi untuk
akomodasi dan konsumsi yang pelaksanaan
penugasan lebih dari 2 (dua} hari, uang harian
dibayarkan sebagai berikut:
a. hari pertama dan hari terakhir penugasan dibayar
100% (seratus persen); dan
b. hari kedua sampai hari -1 dibayarkan 30%
(tigapuluh persen), dikecualikan untuk non ASN
yang ikut serta dalam rangkaian kegiatan
Musabagah Tilawatil Qur’an dapat dibayarkan
100% (seratus persen).
Dalam hal dinas luar kabupaten luar provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam rangka
mengikuti pendidikan dan pelatihan, uang harian
dibayarkan sebagai berikut:
a. hari pertama dan hari terakhir penugasan dibayar
100% (seratus persen); dan
b. hari kedua sampai hari -1 dibayarkan sesuai
besaran uang harian untuk mengikuti pendidikan
dan pelatihan.

(10) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II...
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Tanah
Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 September 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
ALA BAGIAN HUKUM




